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KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 15 Juli 2019

Periﬁ‘éT“: PERBAIKAN JAWABAN TERM(‘}HON terhadap Perkara Nomor 02-08-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2018 yang dimohonkan oleh PEMOHON (Partai

Yang Mulia Ketua Mahkamah KonstitusJ
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Keadilan Sejahtera) di Provinsi Sumatera Utara

Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama
Jabatan
Alamat Kantor

Telp
Email
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Bertindak untuk dan atas nama Komisi
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 105/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1
Juli 2019 dalam hal ini memberi kuasa kepada:
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: ARIEF BUDIMAN, S.S., S.Ip., MBA

: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia
: Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat 10310

: (021) 31937223
: info@kpu.go.id

Pemilihan Umum Republik Indonesia,

Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H

Dedy Mulyana, S.H., M.H

KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H
Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H

Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H
Gian Budi Arian, S.H

Gilang Kautsar Kartabrata, S.H
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Ferdri Berdona, S.H
Pansauran Ramdani, S.H
Syafran Riyadi, S.H

Rd. Liani Afrianty, S.H
Ely Sunarya, S.H

Ani Yusriani, S.H

H. Sutikno, S.H., M.H
R, Tatang Rachman, S.H

Fitri Aprilia Rasyid, S.H
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Kesemuanya adalah para Advokat pada Kantor Hukum ABSAR KARTABRATA &
REKAN, berkantor di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, Telp/fax (022)
7310332, Handphone: 087825680089, email: absar.pileg19@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai et TERMOHON

Dalam hal ini memberikan Jawaban TERMOHON dalam Perkara Nomor 02-08-
02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2018 yang dimohonkan oleh PEMOHON (Partai Keadilan
Sejahtera) di Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut:

L DALAM EKSEPSI

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut TERMOHON, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD
dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan
sebagai berikut:

1

Bahwa mohon perhatian, sejak diundangkannya Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan
bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan
lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

KOMPETENSI

RRII LEMBAGA

Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang | e Bawaslu
Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif | ¢ Mahkamah Agung

Pelanggaran Kode Etik DKPP
S : e KPU
Pelanggaran Administrasi & Borviaislu/Banwasis
Sengketa Pemilihan Bawaslu/Panwaslu
e Sentra Gakkumdu
Pelanggaran Pidana e Pengadilan Negeri

¢ Pengadilan Tinggi

e Bawaslu/Panwaslu

» Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara

e Mahkamah Agung

Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan

Perselisihan Hasil Pemilihan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran,
sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang
memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi
di setiap tahapan pemilihan;

Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah Perselisihan
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penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi
perolehan kursi Peserta Pemilu, dimana perselisihan hasil Pemilu ini

merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap
anter akhir dalam proses Pemilu yaitu setelah penghitungan suara.

Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari
“Perkaraperselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil
Pemilu”, Karena muncul pertanyaan : “Apakah Mahkamah Konstitusi
memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus
perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara
yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga
pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi
hasil Pemilu?”;

Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada
penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan
kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya
memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil
Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi
Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-
pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang
didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-
VI/2008;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-
PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama
HIim. 1809, dinyatakan:

“...dst ... dst, UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbaqgai permasalahan hukum
pemilu sesuai dengan jenisnya dan _menentukan lembaga yang
menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut. Pengaturan dan
sekaligus pengelompokan sesuar jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola
penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing

dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikann ya”

(dipertebal dan digarisbawah oleh TERMOHON)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-
PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama
Him. 1813, dinyatakan:

“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal
24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa
keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap
hasil penghitungan suara”

(dipertebal dan digarisbawah oleh TERMOHON)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi
mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-
lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa
pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah
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Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan
terhadap hasil penghitungan suara;

Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-
PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam HIm. 1814,
dinyatakan:

“.. dst ... dst. pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses
bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan
pelanggaran yang didalilkan. Sebab, - apabila hal demikian yang dilakukan maka
Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah

hukum  pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas
menyelesaikan sengketa hasil pemifu. ... dst ... dst ... dst ... dst... dst ... dst.”

"Dalam hal inj, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-
lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran
pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun,
apabila lembaga-fembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari
apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan
permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan
kualitatif dimaksud.”

Lebih-lebih  Putusan Mahkamah  Konstitusi Nomor 01/PHPU-
PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama
Him. 1826, dinyatakan:

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin
ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum
permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada
pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas,
pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan
terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus
pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses
penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut
Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat
kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah
Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses
pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah
memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada
Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan
Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara),

yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi
yang termuat pada HIm. 1810 s/d HIm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-

PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses

penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah
Konstitusi, yaitu:

a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk
memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara
(permasalahan kuantitatif);



Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan
kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang
dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan
sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan
tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga vyang diberi
wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan
yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan
permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan
memutus permohonan kualitatif;

Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk
memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat
TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan
kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya
pelanggaran sebelumnya.

7. Bahwa pokok permohonan PEMOHON secara nyata dan jelas,
sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan a guo, yaitu:

d.

DPRD Kabupaten Langkat Dapil 2 : pada pokoknya

mempersoalkan pelanggaran administratif berupa adanya
pencoretan dan pengurangan perolehan suara dari Partai Golkar
(Vide angka 1 Halaman 9 permohonan a guo);

Bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu melalui
Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor
Register : 01/LP/PL/ADM/Kab/02.16/V/2016 tertanggal 04 Mei
2019.

Oleh karenanya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019,
Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk
memeriksa perkara @ qguo karena sudah diselesaikan oleh

lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu.

DPRD Kota Tebing Tinggi Dapil 3 : pada pokoknya
mempersoalkan adanya perubahan suara di tingkat kecamatan
(Vide huruf k halaman 45-46 permohonan a guo);

Bahwa saat persoalan tersebut terjad, PEMOHON tidak
mengajukan keberatan kepada lembaga yang berwenang yaitu
Bawaslu.

Oleh karenanya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019,
Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk
memeriksa perkara a guo karena permohonan perselisihan hasil
pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan
mengenai adanya pelanggaran sebelumnya ke lembaga yang
berwenang yaitu Bawaslu.



II.

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aqguo, karena pokok
permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.
Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, permohonan a quo
dinyatakan tidak dapat diterima (n/et onvankeljjk verkiaard).

DALAM POKOK PERKARA

(e}

2.1,

Bahwa pertama-tama TERMOHON mohon dengan hormat segala sesuatu
yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula
dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok
permohonan ini:

Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan
PEMOHON, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh
TERMOHON, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan
wajib membuktikan (burden of proot/bewijslaast);

Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dali PEMOHON yang
berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang
didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang
bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan
perolehan hasil;

Bahwa selain itu, perlu ditegaskan TERMOHON hanya akan menjawab
dalil-dali PEMOHON vyang semata-mata diajukan terhadap dan atau
berhubungan dengan TERMOHON; .

Bahwa terhadap dalii PEMOHON mengenai selisih suara, perolehan suara
untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Langkat Dapil 2 dan DPRD
Kabupaten Tebing Tinggi Dapil 3, menurut TERMOHON adalah sebagai
berikut :

PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA

2.1.1.1 DAPIL LANGKAT 2

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
LANGKAT



NO PEROLEHAN SUARA
URUT PARPOL SELISIH
TERMOHON | PEMOHON
4, GOLKAR 27.406 27.656 250
8. PKS : 50¢5 5.025 0
15. PBB 2:139 4.910 249

Bahwa terhadap dali PEMOHON mengenai selisih suara di atas,
menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

1.

Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara GOLKAR di
Kabupaten Langkat sebanyak 250 suara adalah tidak benar.
Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DB1-
DPRD Kabupaten Langkat perolehan suara GOLKAR sebanyak
27.406 (Vide : Bukti Surat T-002-LANGKAT 2- PKS-02-

08-02);

Bahwa terjadi penambahan perolehan suara PBB di
Kabupaten Langkat sebanyak 249 suara adalah tidak benar.
Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DB1-
DPRD Kabupaten Langkat perolehan suara GOLKAR sebanyak
5.159 (Vide : Bukti Surat T-002-LANGKAT 2- PKS-02-
08-02):

Bahwa merupakan fakta hukum, adanya Keberatan dari
Saksi Partai Keadilan Sejahtera tingkat Kabupaten Langkat.
Terkait adanya coretan pada perolehan suara Partai Golkar
dan Partai Bulan Bintang dalam dokumen salinan C1-DPRD
Kab/Kota untuk TPS 03, 06 dan 07 Desa Sumber Jaya,
Kecamatan Sirapit sehingga mempengaruhi perolehan kursi di

Dapil II Kabupaten Langkat; (Vide : Bukti Surat T.003-
T.004-LANGKAT 2-PKS-02-08-02)

Bahwa merupakan fakta hukum, terhadap keberatan

tersebut terselesaikan melalui Putusan Acara Cepat
Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Langkat
dengan Nomor Register: 01/LP/PL/ADM/Kab/02.16/V/2019,

dengan putusan sebagai berikut: (Vide : Bukti Surat
T.005-LANGKAT 2-PKS-02-08-02)
a. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Langkat untuk
memperbaiki tata cara pénghitungan suara di TPS 03,
06 dan 07 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit,
Kabupaten Langkat dengan membuka C1 Plano pada
TPS 03, 06 dan 07 tersebut;
b.  Untuk menyampaikan hasil penghitungan ulang di TPS
03, 06 dan 07 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit,
7




Kabupaten Langkat pada Rapat Pleno Terbuka
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
Tingkat Kabupaten Langkat pada Pemilihan Umum
Tahun 2019 KPU Kabupaten Langkat.

5. Bahwa KPU Kabupaten Langkat telah menindaklanjuti
Putusan tersebut dengan membuka kotak suara TPS 03, 06
dan 07 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit untuk melihat
Cl.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram yang disaksikan oleh
saksi peserta pemilu yang hadir, Bawaslu Kabupaten Langkat,
PPK Kecamatan Sirapit, kemudian mengumumkannya pada
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Tingkat Kabupaten Langkat;

6. Bahwa pasca pembukaan kotak suara dan melihat C1.Plano-
DPRD Kab/Kota Berhologram ke tiga TPS tersebut, saksi dari
Partai Keadilan Sejahtera Tingkat Kabupaten Langkat masih
keberatan terhadap hasil tindaklanjut tersebut, karena
adanya coretan pada dokumen C1.Plano-DPRD Kab/Kota
Berhologram ke tiga TPS tersebut yang sama dengan salinan
C1-DPRD Kab/Kota yang ada pada saksi. Keberatan tersebut
di sampaikan melalui Model DA2-KPU dan tidak
menandatangani Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota untuk
Dapil II;

7. Bahwa setelah KPU Kabupaten Langkat menindaklanjuti
Putusan Bawaslu Langkat dengan Nomor Register:
01/LP/PL/ADM/Kab/02.16/V/2019 dalam Rapat Pleno Terbuka

Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Langkat yang di saksikan oleh
peserta rapat pleno (KPU dan jajarannya, Bawaslu

Kabupaten Langkat dan Saksi yang berhadir), KPU Kabupaten
Langkat meminta kembali tanggapan Bawaslu Kabupaten
Langkat terkait hasil tindak lanjut tersebut, dan pada
kesempatan itu Bawaslu Kabupaten Langkat tidak ada
merekomendasikan “hal lain terhadap masih adanya
tanggapan keberatan dari Saksi Partai Keadilan Sejahtera.

8.  Bahwa pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan suara
Tingkat Kecamatan Sirapit di hadiri oleh Panwaslu Kecamatan

dan saksi dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, Partai
Bulan Bintang dan menandatangani Formulir Model DA1-
DPRD Kab/Kota, Kecamatan Sirapit dan Tidak ada keberatan
dari saksi yang tertuang dalam Model DA2-KPU DPRD,
Kecamatan Sirapit.

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD
KABUPATEN PASCA PUTUSAN BAWASLU



PEROLEHAN SUARA PARTAL

i KECAMATAN/DESA/ T
s KELURAHAN/TPS i) i i
/ CALEG PEMOHON TERMOHON
1. | Kecamatan Sirapit
a. | Desa Sumber Jaya
1) | TPS 03 Jumlah 149 49 Jumlah 101
Ssed:;’,h (pada CI Plano ssi:;:h (pada C1 Plano
’ semula tertera : semula tertera 1
1499 terjadi terjadi perbaikan
perbaikan menjadi 101 dan
menjadi 49 dan berparar)
berparaf)
Caleg No 3 132 32 Suara 10
(pada C1 Plano s (pada C1 Plano ada
ada pencoretan pencoretan
perbaikan tanda perbaikan pada
tally sebanyak kolom tanda tally
120 tally dan sebanyak 10 dan
berparaf aan berparaf)
pada kolom
Jumlah semula
tertera 127
terjadi
pencoretan
perbaikan
menjadi 32 dan
berparaf)
Caleg No 2 90
(pada C1 Plano
tidak teraapat
coretan dan
perbaikan)
2) | TPS 06 Jumlah 144 64 Jumlah 80
Sselurub (pada C1 Plano seluru.h (pada C1 plano
uara: suara:
semula tertera terdapat
152 terjadi pencoretan
perbaikan perbaikan yang
menjadi 64 dan semula 1 menjadi
berparar) 80 dan berparaf)
Caleg No 3 130 50 Suara 10
Partai
(pada CI Plano (pada C1 plano
pada kolom tidak terdapat
tanda tally coretan dan
terjadi perbaikan)
pencoretan
perbaikan
sebarnyak 80




tanda tally dan
berparaf dan
pada kolom
Jumlah semula
tertera 137
terjadi perbaikan
menjadi 50 dan
berparar)
Caleg No 1 7
(pada C1 Plano
semula tertera 1
terjadi pencoretan
perbaikan menjadi
7 dan berparaf
serta ada
pencoretan tanda
tally sebanyak 3)
Caleg No 2 63
(pada C1 plano
lidak terdapat
pencoretan dan
perbarikan)
3) | TPS 07 Jumlah 141 71 Jumlah 70
el (pada C1 Plano || S€Uruh (pada C1 Plano
suara: suara:
semula tertera semula telah
141 terjads tersilang terjadi
perbaikan perbaikan menjady
menjadi 71) 70)
Caleg No 3 124 54 Caleg No 4 70
(pada C1 plano (pada C1 plano
pada tanda tally semula tefah
terjadi tersilang terjadi
pencoretan perbaikan menjadi
perbikan 70 dan berparar)
sebanyak 120
tanda tally dan
berparaf
kemudian pada
kolom jumiah
semula tertera
124 terjadi
perbaikan
menjadi 54)

Bahwa terhadap dalii PEMOHON mengenai selisih suara di atas,
menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:
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Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan C1.Plano-
DPRD Kab/Kota Berhologram TPS 03 Desa Sumber Jaya
Kecamatan Sirapit, Perolehan suara di TPS 03 Desa Sumber
Jaya Kecamatan Sirapit adalah sebagai berikut: (Vide : Bukti

Surat T.004-LANGKAT 2-PKS-02-08-02)

a. Partai Golkar

Suara Partai memperoleh 8 suara

Suara Calon No. 1 memperoleh 6 suara

Suara Calon No. 2 memperoleh 0 suara

Suara Calon No. 3 memperoleh 32 suara (ada
coretan dan tanda paraf)

. Suara Calon No. 4 memperoleh 1 suara

. Suara Calon No. 5 memperoleh 0 suara

. Suara Calon No. 6 memperoleh 2 suara

Total keseluruhan sebanyak 49 Suara (ada coretan dan
tanda paraf).

b. PBB
. Suara Partai memperoleh 10 suara
. Suara Calon No. 1 memperoleh 0 suara
. Suara Calon No. 2 memperoleh 90 suara (ada
coretan dan tanda paraf)
Suara Calon No. 3 memperoleh 1 suara
Suara Calon No. 4 memperoleh 0 suara
Suara Calon No. 5 memperoleh 0 suara
Suara Calon No. 6 memperoleh 2 suara
Total keseluruhan sebanyak 101 Suara (ada coretan dan
tanda paraf).

Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan C1.Plano-
DPRD Kab/Kota Berhologram TPS 06 Desa Sumber Jaya
Kecamatan Sirapit, Perolehan suara di TPS 06 Desa Sumber
Jaya Kecamatan Sirapit adalah sebagai berikut : (Vide :
Bukti Surat T.004-LANGKAT 2-PKS-02-08-02)

a. Partai Golkar
) Suara Partai memperoleh 4 suara
. Suara Calon No. 1 memperoleh 0 suara
o Suara Calon No. 2 memperoleh 7 suara
® Suara Calon No. 3 memperoleh 50 suara (ada
coretan dan tanda paraf)
o Suara Calon No. 4 memperoleh 0 suara
. Suara Calon No. 5 memperoleh 0 suara
. Suara Calon No. 6 memperoleh 3 suara
Total keseluruhan sebanyak 64 Suara (ada coretan dan
tanda paraf).

b. PBB
. Suara Partai memperoleh 10 suara
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© Suara Calon No. 1 memperoleh 7 suara (ada
coretan dan tanda paraf)

Suara Calon No. 2 memperoleh 63 suara

Suara Calon No. 3 memperoleh 0 suara

Suara Calon No. 4 memperoleh 0 suara

Suara Calon No. 5 memperoleh 0 suara

Suara Calon No. 6 memperoleh 0 suara

Total keseluruhan sebanyak 80 Suara (ada coretan dan
tanda paraf).

e e o o o

Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan C1.Plano-
DPRD Kab/Kota Berhologram TPS 07 Desa Sumber Jaya
Kecamatan Sirapit, Perolehan suara di TPS 07 Desa Sumber
Jaya Kecamatan Sirapit adalah sebagai berikut ( Vide : Bukti

Surat T.004-LANGKAT 2-PKS-02-08-02)

a. Partai Golkar
® Suara Partai memperoleh 5 suara

o Suara Calon No. 1 memperoleh 7 suara
o Suara Calon No. 2 memperoleh 3 suara
. Suara Calon No. 3 memperoleh 54 suara (ada

coretan dan tanda paraf)
® Suara Calon No. 4 memperoleh 1 suara
- Suara Calon No. 5 memperoleh 0 suara
o Suara Calon No. 6 memperoleh 1 suara
Total keseluruhan sebanyak 71 Suara (ada coretan dan
tanda paraf).

b. PBB

. Suara Partai memperoleh 0 suara

. Suara Calon No. 1 memperoleh 0 suara (ada
coretan dan tanda paraf)

® Suara Calon No. 2 memperoleh 0 suara

e Suara Calon No. 3 memperoleh 0 suara

e Suara Calon No. 4 memperolen 70 suara (ada
coretan dan tanda paraf)

® Suara Calon No. 5 memperoleh 0 suara

° Suara Calon No. 6 memperoleh 0 suara

Total keseluruhan sebanyak 70 Suara (ada coretan dan

tanda paraf).

Bahwa dari hasil tindak lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten
Langkat untuk membuka  Cl1.Plano-DPRD  Kab/Kota
Berhologram Partai Bulan Bintang TPS 07 Desa Sumber Jaya
Kecamatan Sirapit ada perbedaan perolehan suara di TPS 07
dalam DAA.1 DPRD Kab/Kota dan C1.Plano-DPRD Kab/Kota
Berhologram dalam DAA.1 DPRD Kab/Kota terdapat Partai
Bulan Bintang Calon No. 2 a.n Sri Wahna Kaban memperoleh
70 (tujuh puluh) suara sementara dalam C1.Plano-DPRD
Kab/Kota Berhologram Partai Bulan Bintang Calon No. 4 a/n
Zulkarnain, SS yang memperoleh 70 (tujuh puluh) Suara
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(Vide : Bukti Surat T7.003-T.004-LANGKAT 2-PKS-02-

08-02);

Berdasarkan fakta tersebut, dalam rapat pleno rekapitulasi
KPU Kabupaten Langkat memerintahkan PPK Kecamatan
Sirapit melakukan koreksi terhadap perolehan suara dalam
Formulir Model DA.1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Sirapit pada
perolehan suara Partai Bulan Bintang sebagai berikut :

. Perolehan suara calon nomor urut 2 menjadi 157
(seratus lima puluh tujuh);

o Perolehan suara calon nomor urut 4 menjadi 71 (tujuh
puluh satu).

Bahwa KPU Kabupaten Langkat pasca adanya permohonan
Partai Keadilan Sejahtera ke Mahkamah Konstitusi No.
Perkara : 02-08-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kembali
lagi meminta keterangan kepada PPK Kecamatan Sirapit dan
jajarannya terkait permohonan tersebut, dengan keterangan
yang tertuang dalam Berita Acara PPK Sirapit Nomor:
31/BA/PPK-SR/V/2019 sebagai berikut:

o Keterangan dari Ketua TPS 03 a/n Diki Andrian:
Dikarenakan faktor kelelahan sehingga terjadi
kesalahan penulisan penghitungan surat suara dan
dilakukan penghitungan surat suara ulang sehingga
ada coretan pa'da Plano dan Form C1;

. Keterangan dari Ketua TPS 06 a/n Marliana Br
Nainggolan: Adanya coretan memang dikarenakan
adanya kesalahan dalam penulisan jumlah hasil
perolehan suara, Faktor kelelahan. Terkait adanya
surat pernyataan (yg tertera dalam permohonan
pemohon ke MK), yang ditandatangani ketua KPPS
adalah surat pernyataan yang sudah dikonsep, Ketua
KPPS hanya tinggal menandatangani saja. Ketua KPPS
sempat protes tetapi tidak ingat berapa perolehan
jumlah suara partai yang dimaksud di dalam surat
pernyataan tersebut;

. Keterangan dari Ketua KPPS 07 a/n Tri Prayogi:
Memang ada kesalahan penulisan penghitungan
perolehan suara sehingga ada coretan. Ada kesalahan
pengisian perolehan hasil di form C1 yang seharusnya
di isi di calon PBB No urut 4, namun di isi di calon
Partai PBB No urut 2. Hasil yang sebenarnya adalah
yang tertulis di Plano. Terkait adanya surat
pernyataan, bahwasanya yang ditandatangani ketua
KPPS adalah surat pernyataan yang sudah disiapkan,
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Ketua KPPS hanya tinggal menandatangani saja.
Ketua KPPS sempat protes karena tidak ingat berapa
perolehan jumlah suara partai yang dimaksud di
dalam surat pernyataan tersebut.

2.1.1.2 DAPIL TEBING TINGGI 3
Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK

MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KOTA TEBING TINGGI

PEROLEHAN SUARA
NO | PARPOL =aen
TERMOHON | PEMOHON
5. | NASDEM e 1 3
3
5 e 1.389 1:396 (Lebih Banyak dari
(Kursi Kedua) Partai Nasdem)
5
10. | PPP 1.391 1.391 (Lebih Kecil dari PKS)

Bahwa terhadap dalii PEMOHON mengenai selisih suara di atas, menurut
TERMOHON adalah sebagai berikut:

1.

Bahwa terjadi penambahan suara bagi Partai Nasdem sebanyak 2.854
di Kota Tebing Tinggi adalah tidak benar. Merupakan fakta
hukum, berdasarkan Form Model DB1-DPRD Kota Tebing Tinggi
perolehan suara Partai Nasdem adalah 4.247 (Vide : Bukti Surat

008-TTINGGI 3- PKS-02-08-02);

Bahwa terjadi pengurangan suara bagi PEMOHON sebanyak 7 di Kota
Tebing Tinggi adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum,
berdasarkan Form Model DB1-DPRD Kota Langkat perolehan suara

PEMOHON adalah 1.396; (Vide : Bukti Surat 008-TTINGGI 3-
PKS-02-08-02):

Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DB1-
DPRD Prov perolehan suara PPP adalah 1.391 (Vide : Bukti Surat
008-TTINGGI 3- PKS-02-08-02);

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK

MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KOTA  TEBING TINGGI
BERDASARKAN TPS
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KECAMATAN/KELURAHAN PEMOHON TERMOHON

s /DESA/TPS
Nasdem | PKS | Nasdem | PKS

1. | Kecamatan Rambutan/Kelurahan Karya Jaya

TPS 01 , 0 6 10 5

TPS 02 0 - 2 <

TPS 08 5 2 16 -

TPS 14 0 ; 3 .
2. | Kelurahan Lalang

TPS 16 22 - 34 .
3. | Kelurahan Tanjung Marulak

TPS 09 , 3 % 22 -
4. | Kelurahan Tanjung Marulak Hilir

TPS 10 - 5 * 0

TPS 15 - $ - 0

TPS 16 0 - 10 0

Bahwa terhadap dalii PEMOHON mengenai selisih suara di atas, menurut
TERMOHON adalah sebagai berikut:

i

Bahwa dalii PEMOHON dalam permohonan a guo angka 2 huruf a
dan b halaman 39 adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum,
di TPS 01 Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan C1 Salinan
Saksi PKS berbeda dengan DAA1 Kelurahan Karya Jaya kemudian
Menyandingkan C1 Salinan PEMOHON dengan C1 Hologram yang
ada dikotak suara dengan kesepakatan apabila C1 Salinan PEMOHON
berbeda dengan C1 Hologram maka akan membuka C1 Plano didalam
kotak suara, maka Cl1 Plano yang akan dihitung dan dinyatakan
selesai (Vide : Bukti Surat 010-TTINGGI 3- PKS-02-08-02);

Bahwa dalii PEMOHON dalam permohonan a guo angka 2 huruf ¢
halaman 40 adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, di TPS
02 Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan C1 Salinan Saksi PKS
berbeda dengan DAAl1 Kelurahan Karya Jaya kemudian
menyandingkan C1 Salinan PEMOHON dengan C1 Hologram yang
ada dikotak suara dengan kesepakatan apabila C1 Salinan PEMOHON
berbeda dengan C1 Hologram maka akan membuka C1 Plano didalam
kotak suara, maka C1 Plano yang akan dihitung dan dinyatakan

selesai (Vide : Bukti Surat 010-TTINGGI 3- PKS-02-08-02):
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Bahwa dalii PEMOHON dalam permohonan & guo angka 2 huruf d
halaman 41 adalah tidak benar. merupakan fakta hukum, di TPS

08 Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan C1 Salinan Saksi PKS
berbeda dengan DAA1 Kelurahan Karya Jaya kemudian
Menyandingkan C1 Salinan PEMOHON dengan C1 Hologram yang
ada dikotak suara dengan kesepakatan apabila C1 Salinan PEMOHON
berbeda dengan C1 Hologram maka akan membuka C1 Plano didalam
kotak suara, maka Cl1 Plano yang akan dihitung dan dinyatakan

selesai (Vide : Bukti Surat 010-TTINGGI 3- PKS-02-08-02):

Bahwa daliil PEMOHON dalam permohonan & guo angka 2 huruf e
halaman 41-42 adalah tidak benar. merupakan fakta hukum, di
TPS 14 Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan C1 Salinan Saksi
PKS berbeda dengan DAA1l Kelurahan Karya Jaya kemudian
menyandingkan C1 Salinan PEMOHON dengan Cl1 Hologram yang
ada dikotak suara dengan kesepakatan apabila C1 Salinan PEMOHON
berbeda dengan C1 Hologram maka akan membuka C1 Plano didalam
kotak suara, maka C1 Plano yang akan dihitung dan dinyatakan
selesai ( Vide : Bukti Surat 010-TTINGGI 3- PKS-02-08-02);

Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonan & guo angka 2 huruf f
halaman 42 adalah tidak benar. merupakan fakta hukum, di TPS
16 Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan C1 Salinan Saksi PKS
berbeda dengan DAA1 Kelurahan Lalang kemudian Menyandingkan C1
Salinan PEMOHON dengan C1 Hologram yang ada dikotak suara
dengan kesepakatan apabila C1 Salinan PEMOHON berbeda dengan
Cl Hologram maka akan membuka C1 Plano didalam kotak suara,
maka C1 Plano yang akan dihitung dan dinyatakan selesai (Vide :

Bukti Surat 010-TTINGGI 3- PKS-02-08-02);

Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonan a guo angka 2 huruf g
halaman 43 adalah tidak benar. merupakan fakta hukum, di TPS
09 Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan C1 Salinan Saksi
PKS berbeda dengan DAAl Kelurahan Tanjung Marulak kemudian
Menyandingkan C1 Salinan PEMOHON dengan C1 Hologram yang
ada dikotak suara dengan kesepakatan apabila C1 Salinan PEMOHON
berbeda dengan C1 Hologram maka akan membuka C1 Plano didalam
kotak suara, maka C1 Plano yang akan dihitung, dan dinyatakan

selesai ( Vide : Bukti Surat 010-TTINGGI 3- PKS-02-08-02);

Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonan a guo angka 2 huruf h
halaman 43 adalah tidak benar. merupakan fakta hukum, di TPS
10 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan C1 Salinan
Saksi PKS berbeda dengan DAA1l Kelurahan Tanjung Marulak Hilir
kemudian Menyandingkan C1 Salinan PEMOHON dengan C1
Hologram yang ada dikotak suara dengan kesepakatan apabila C1
Salinan PEMOHON berbeda dengan C1 Hologram maka akan
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10.

11.

membuka C1 Plano didalam kotak suara, maka Cl1 Plano yang akan

dihitung, dan dinyatakan selesai ( Vide : Bukti Surat 010-TTINGGI
3- PKS-02-08-02);

Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonan & guo angka 2 huruf i
halaman 44 adalah tidak benar. merupakan fakta hukum, di TPS
15 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan C1 Salinan
Saksi PKS berbeda dengan DAAl Kelurahan Tanjung Marulak Hilir
kemudian Menyandingkan C1 Salinan PEMOHON dengan C1
Hologram yang ada dikotak suara dengan kesepakatan apabila C1
Salinan PEMOHON berbeda dengan C1 Hologram maka akan
membuka C1 Plano didalam kotak suara, maka C1 Plano yang akan
dihitung, dan dinyatakan selesai (Vide : Bukti Surat 010-TTINGGI

3- PKS-02-08-02);

Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonan a guo angka 2 huruf j
halaman 45 adalah tidak benar. merupakan fakta hukum, di TPS
16 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan C1 Salinan
Saksi PKS berbeda dengan DAAl Kelurahan Tanjung Marulak Hilir
kemudian Menyandingkan C1 Salinan PEMOHON dengan C1
Hologram yang ada dikotak suara dengan kesepakatan apabila C1
Salinan PEMOHON berbeda dengan C1 Hologram maka akan
membuka C1 Plano didalam kotak suara, maka C1 Plano yang akan

dihitung, dan dinyatakan selesai ( Vide : Bukti Surat 010-TTINGGI
3- PKS-02-08-02)::

Bahwa dalii PEMOHON dalam permohonan & guo angka 2 huruf k
halaman 45 adalah tidak benar. merupakan fakta hukum,
terdapat kesepakatan antara saksi dengan PPK, yaitu:

a. KPU Kota Tebing Tinggi berdasarkan kesepakatan bersama saksi
lain dan bawaslu, tidak dilakukan pembukaan kotak suara untuk
menghitung ulang kotak suara, karena sesungguhnya gugatan
PEMOHON sudah di selesaikan pada Rekapitulasi tingkat
Kecamatan dengan menghitung ulang C1 Plano dan ada juga
menghitung ulang surat suara di beberapa TPS di Kecamatan
Rambutan;

b. Saksi PEMOHON merésa belum puas, lalu menuangkan
keberatan tersebut dalam Form DB-2 KPU untuk di lanjutkan
pada Rekapitulasi tingkat Provinsi;

c. Bahwa berdasarkan bukti model form DAA1l jumlah perolehan
suara PEMOHON sebesar/sebanyak 40 suara.

Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonan a quo angka 2 huruf |, m,
dan n halaman 4-46 adalah tidak benar. merupakan fakta
hukum, terdapat kesepakatan antara saksi dengan PPK, yaitu:
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a. KPU Kota Tebing Tinggi berdasarkan kesepakatan bersama saksi
lain dan bawaslu, tidak dilakukan pembukaan kotak suara untuk
menghitung ulang kotak suara, karena sesungguhnya gugatan
PEMOHON sudah di selesaikan pada Rekapitulasi tingkat
Kecamatan dengan menghitung ulang C1 Plano dan ada juga
menghitung ulang surat suara di beberapa TPS di Kecamatan
Rambutan;

b.  Saksi PEMOHON merasa belum puas, lalu menuangkan
keberatan tersebut dalam Form DB-2 KPU untuk di lanjutkan
pada Rekapitulasi tingkat Provinsi.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagaimana terurai di
atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa TERMOHON dalam batas-batas
kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan
Umum Tahun 2019 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU—/V/2019
Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam
Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK
TERMOHON mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI
Mengabulkan eksepsi TERMOHON;

DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik
Indonesia Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 Tentang Penetapan
Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil  Persiden. Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat
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Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional
dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mej 2019;

3. Menetapkan perolehan suara PEMOHON untuk pengisian keanggotaan
DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan
yang benar adalah -

3.1. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DI PROVINSI
SUMATERA UTARA '

3.1.1. PEROLEHAN SUARA UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LANGKAT 2

NO URUT PARPOL PEROLEHAN SUARA
R T

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEADILAN

SEJAHTERA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KOTA TEBING TINGGI 3

PARPOL PEROLEHAN SUARA

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono)
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